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ABSTRACT
In the application or implementation is not easy to determine whether the proposed deed grosse have met the formal requirements and materially . Particularly with respect to the material terms of the deed grosse . In practice poses many problems due to the development in the presence msayarakat grosse based on the deed of the bank credit agreement as an agreement in principal . Grosse deed of acknowledgment of debt that is overlaid with other agreements in the form of power or authority to sell and install security rights and others in the grosse deed is not allowed because it causes rancaunya in execution , ie whether the executions carried out against grosse deed of acknowledgment of debt or the mortgage certificate . So this violates the rule of law set forth in Article 224 HIR and fatwa No. MA . 213/229/85/UM-TU/Pdt April 16, 1985 so grosse aktapengakuan acknowledgment of debt was not pure debt debtor to a creditor within a certain amount and cause grosse deed of acknowledgment of debt is null and void and the implementation of the execution can not be carried out . And the payment in installments , interest and penalties and other costs to the costs of the execution are overlaid in a deed of acknowledgment of debt grosse can not be justified in accordance with the nature of the deed grosse to be purely unilateral declaration of debituryang admit a certain amount of money owed ​​to creditors that after with the rules in Article 224 HIR and fatwa No. MA . 213/229/85/UM-TU/Pdt April 16, 1985 , while pencamtuman clause on payment in installments , interest and penalties and other costs to the cost of execution should be included in the deed of loan agreement only.
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan di Indonesia sekarang ini banyak mengalami keterlambatan yang diakibatkan oleh keadaan krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1998, hal ini mengakibatkan bank-bank swasta yang tidak sehat harus dilikuidasi. Dengan adanya bank-bank yang dilikuidasi mengakibatkan roda perekonomian menjadi terganggu dalam hal penyaluran pemberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain adanya pihak penanggung, pada dasarnya didalam suatu perjanjian kredit terdiri dua pihak yaitu pemberi kredit (kreditur) dan pinak penerima kredit (debitur) yang didalamnya didasari adanya kepercayaan antara kreditur dan debitur, dan syarat yang harus diperhatikan oleh bank meliputi, charakter (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan), condition of economy (kondisi ekonomi) dari debitur.
Menurut M. Yahya Harahap, pada dasarnya pemberi kredit telah meneliti berbagai segi dengan cermat dan seksama, tetapi tidak terlepas kemungkinannya bahwa si debitur melakukan suatu wanprestasi dengan tidak membayar atau melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur ini memberikan hak dan kewenangan bagi kreditur melakukan eksekusi lelang barang jaminan berdasarkan pasal 24 HIR karena perjanjian kreditnya dituangkan dalam bentuk grosse akta pengakuan hutang (surat hutang notariil) atau sertifkat tanggungan.
Khusus mengenai grosse akta pengakuan hutang terdapat penafsiran dari MahkamahAgung (selanjutnya disebut fatwa MA) yang tertuang dalam surat tertanggal 16 April 1985 No. 213/229/85/II/UM-TU/Pdt yang ditunjukan kepada Soetarjo Soegjo dari Kantor Pengacara Gani Djemat & Patner, yang selanjutnya diikuti dengan surat tertanggal 18 Maret 1986 No. 133/154/86/II/UM-TU/Pdt kepada Direksi BNI 1946 yang berisi pernyataan suatu akta otentik yang berisi suatu pengakuan hutang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar atau melunasi sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu.
Dari pernyataan surat Mahkamah Agung diatas dapat disimpulkan bahwa grosse akta yang dimaksud Pasal 224 HIR (grosse surat hutang notariil) adalah:
1. Grosse akta pengakuan hutang;
2. Besarnya uang yang harus dilunasi dalam grosse akta pengakuan hutang harus pasti tidak ada lagi suatu alasan hukum bagi debitur untuk menyangkal;

3. Dalam suatu grosse akta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratanlain;

4. Penyelesaian perkara dengan jalan eksekusi berdasarkan grosse akta merupakan pengecualian dari asas peradilan, yaitu seseorang hanya dapat menyelesaikan suatu sengketa berdasar gugatan.

Berawal dari fatwa Mahkamah Agung tersebut, dalam praktek sering menimbulkan perbedaan persepsi oleh para praktisi hukum sehingga dapat mempengaruhi terhadap pemanfaatan lembaga grosse akta pengakuan hutang, terutama dalam praktek perbankan, kiranya sulit untuk membuat akta yang demikian fixed mengenai jumlah hutangnya, karena sistem  pengeluaran dan penerimaan dalam praktek perbankan berbeda dengan perjanjian hutang biasa.

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “PELAKSANAAN GROSSE AKTA SEBAGAI PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) CABANG MUARA BADAK KUTAI KARTANEGARA”.
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah
Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian jika terjadi perbedaan jumlah hutang, sedangkan dalam fatwa Mahkamah Agung tertanggal 16 April 1985 No. 213/229/85/II/UM-TU/Pdt tentang penjelasan grosse akta disebutkan bahwa salah satu syarat dari grosse akta pengakuan hutang adalah jumlah hutang yang dilunasi harus sudah pasti ?

2. Bagaimanakah penyelesaian jika terjadi didalam grosse akta pengakuan hutang terdapat persyaratan lain yang berbentuk perjanjian sedangkan menurut fatwa Mahkamah Agung tertanggal 16 April 1985 No. 213/229/85/II/UM-TU/Pdt hal tersebut tidak dibenarkan ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1) Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2) Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah.

b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1) Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.

2) Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.
D. Metode dan Teknik Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :

1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu di Bank Pembangunan Daerah Cabang Muara Badak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan empat cara yaitu :

1) Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.

2) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu tentang pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang dalam perjanjian kredit.

3. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Permasalahan Pelaksanaan Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Penyelesaiannya
Grosse akta pengakuan hutang berdasarkan pasal 224 HIR yang mempunyai kekuatan eksekutorial, ini diterbitkan untuk melindungi kreditur bila debitur wanprestasi dalam hal pembayaran. Terhadap kreditur yang demikian ini bila ternyata sudah memberi peringatan sebanyak tiga kali berturut-turut ternyata debitur tetap enggan memenuhi kewajibannya maka pihak debitur dapat mengeksekusi secara langsung harta kekayaan debitur. Tetapi untuk dikabulkannya suatu permohonan eksekusi grosse akta harus dipenuhi syarat formil dan materiil dari grosse akta. Dalam penerapan atau pelaksanaannya tidaklah mudah untuk menentukan apakah grosse akta yang diajukan telah memenuhi syarat formal maupun materiil. Terutama yang menyangkut persyaratan materiil dari grosse akta tersebut. Dalam praktek banyak menimbulkan masalah karena perkembangan dalam msayarakat adanya grosse akta yang didasarkan pada perjanjian kredit dari bank sebagai perjanjian pokok.

 Grosse akta pengakuan hutang yang ditimpali dengan perjanjian lain berupa kuasa menjual dan atau kuasa memasang hak tanggungan dan lain-lain dalam satu grosse akta tidak diperbolehkan karena menyebabkan rancaunya dalam pelaksanaan eksekusi, yaitu apakah eksekusi tersebut dilaksanakan terhadap grosse akta pengakuan hutang atau terhadap sertifikat hak tanggungan. Sehingga hal ini menyalahi kaidah hukum yang diatur dalam pasal 224 HIR dan fatwa MA No. 213/229/85/UM-TU/Pdt tanggal 16 April 1985 sehingga grosse aktapengakuan hutang itu tidak murni pengakuan hutang debitur kepada kreditur dalam jumlah tertentu dan menyebabkan grosse akta pengakuan hutang tersebut batal demi hukum dan pelaksanaan eksekusinya tidak dapat dilaksanakan. Dan mengenai pembayaran secara mengangsur, bunga dan denda serta biaya lain-lain untuk ongkos eksekusi yang ditimpali dalam satu grosse akta pengakuan hutang tidak dapat dibenarkan sesuai dengan sifat grosse akta tersebut yang harus murni pernyataan sepihak dari debituryang mengakui berhutang sejumlah uang tertentu kepada kreditur yang seusai dengan kaidah dalam pasal 224 HIR dan fatwa MA No. 213/229/85/UM-TU/Pdt tanggal 16 April 1985, sedangkan pencamtuman klausul tentang pembayaran secara mengangsur, bunga dan denda serta biaya lain-lain untuk ongkos eksekusi sebaiknya dicantumkan dalam akta perjanjian kredit saja.
B. Prosedur Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Jika Debitur Wanprestasi di Bank Pembangunan Daerah Cabang Muara Badak
Dalam kriteria kolektibilitas kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 236/4/BPPP, terbagi dalam empat golongan yaitu:
1. Kolektibilitas I (Lancar)

Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria:

(1) Tidak terdapat tunggakan baik angsuran pokok maupun bunganya

(2) Terdapat tunggakan angsuran pokok ataupun tunggakan bunga tetapi belum melampaui satu bulan atau belum melampaui tiga bulan bagi kredit yang masa angsurannya dua bulanan hingga sampai dengan tiga bulanan atau belum melampaui enam bulan bagi kredit yang masa angsurannya empat bulanan atau lebih.

Dalam hal ini ban cukup puas dengan perjanjian kreditnya yang lancar atau memuaskan dalam arti segala kewajiban mengenai bunga, angsuran hutung pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik.

2. Kolektibilitas II (Kurang Lancar)

Kredit dapat digolongkan kurang lancar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui satu bulan dan belum dua bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang satu bulan atau melampaui tiga bulan dan belum sampai enam bulan bagi kredit yang masa angsurannya dua bulanan atau tiga bulanan, atau melampaui dua belas bulan bagi kredit yang masa angsurannya enam bulanan atau lebih.
(2) Terdapat tunggakan uang yang melampaui tiga bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan bulan atau melampaui tiga bulan dan belum melampaui enam bulan bagi krdit yang masa angsurannya lebih dari satu bulan.

Kredit ini yang selama tiga atau enam bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran-pembayaran bunga tidak baik serta angsuran hutang pokokpun demikian pula. Dalam hal ini usaha-usaha approach telah dilakukan tetapi tetap kurang baik.

3. Kolektibilitas III (Diragukan)
Kredit termasuk golongan yang diragukan jika kredit tersebut tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian disimpulkan bahwa:
(1) Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai paling sedikit 75% dari hutang debitur

(2) Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai minimal 100% dari hutang debitur.

Dalam hal ini merupakan kredit yang tidak lancar dan pada waktu telah sampai pada waktu jatuhnya tempo, belum juga dapat diselesaikan oleh nasabah juga bersangkutan.
4. Kolektibilitas IV (Macet)
(1) Tidak memenuhi kriteria lancar dan diragukan

(2) Memenuhi kriteria diragukan sebagaimana butir III tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau penyelamatan kredit.

(3) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan pada Pengadilan atau PUPN dan KP2LN atau telah diajukan permohonan ganti rugi kepada perusahaan asuransi.

Kredit macet ini merupakan kelanjutan dari usaha penyelesaian atau mengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil barulah kredit itu dikategorikan kedalam kredit macet.

Terhadap kolektibilitas II dan III bank mengadakan pembinaan terhadap debitur, dan bila usaha pembinaan atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar tidak berhasil sehingga terjadi kredit macet. Maka bank melakukan penghapusbukuan untuk selanjutnya bank dapat melakukan penjualan dibawah tangan terhadap aset dan jaminan dari debitur untuk menutup hutang debitur. Penjualan dibawah tangan dapat dilakukan jikaada kesepakatan antara debitur dan kreditur atau cara lain yang ditempuh adalah bank menyerahkan piutangnya yang macet pada KP2LN dan PUPN, hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
Bahwa prosedur eksekusi grosse akta pengakuan hutang tidak harus melaluiPengadilan Negeri, namun dalam praktek serung terjadi bahwa permohonan atas grosse akta pengakuan hutang harus melewati proses pengadilan terlebih dahulu dan tidak dapat langsung dimihonkan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang dan hal ini memerlukan waktu yang lama. Sedangkan bank pemerintah Bank Pembangunan Daerah Cabang Muara Badak maka akan diserahkan pada KP2LN dan PUPN, meskipun demikian bila instasi tersebut mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri maka Pengadilan tidak boleh menolak dengan alasan bukan wewenang Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, PUPN bertugas mengurus piutang negara yang ada dab besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutang tidak melunasi hutangnya sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian. Yang dimaksud dengan piutang negara menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam  bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam penerapan atau pelaksanaannya tidaklah mudah untuk menentukan apakah grosse akta yang diajukan telah memenuhi syarat formal maupun materiil. Terutama yang menyangkut persyaratan materiil dari grosse akta tersebut. Dalam praktek banyak menimbulkan masalah karena perkembangan dalam msayarakat adanya grosse akta yang didasarkan pada perjanjian kredit dari bank sebagai perjanjian pokok.

Grosse akta pengakuan hutang yang ditimpali dengan perjanjian lain berupa kuasa menjual dan atau kuasa memasang hak tanggungan dan lain-lain dalam satu grosse akta tidak diperbolehkan karena menyebabkan rancaunya dalam pelaksanaan eksekusi, yaitu apakah eksekusi tersebut dilaksanakan terhadap grosse akta pengakuan hutang atau terhadap sertifikat hak tanggungan. Sehingga hal ini menyalahi kaidah hukum yang diatur dalam pasal 224 HIR dan fatwa MA No. 213/229/85/UM-TU/Pdt tanggal 16 April 1985 sehingga grosse aktapengakuan hutang itu tidak murni pengakuan hutang debitur kepada kreditur dalam jumlah tertentu dan menyebabkan grosse akta pengakuan hutang tersebut batal demi hukum dan pelaksanaan eksekusinya tidak dapat dilaksanakan. Dan mengenai pembayaran secara mengangsur, bunga dan denda serta biaya lain-lain untuk ongkos eksekusi yang ditimpali dalam satu grosse akta pengakuan hutang tidak dapat dibenarkan sesuai dengan sifat grosse akta tersebut yang harus murni pernyataan sepihak dari debituryang mengakui berhutang sejumlah uang tertentu kepada kreditur yang seusai dengan kaidah dalam pasal 224 HIR dan fatwa MA No. 213/229/85/UM-TU/Pdt tanggal 16 April 1985, sedangkan pencamtuman klausul tentang pembayaran secara mengangsur, bunga dan denda serta biaya lain-lain untuk ongkos eksekusi sebaiknya dicantumkan dalam akta perjanjian kredit saja.
2.   Bahwa prosedur eksekusi grosse akta pengakuan hutang tidak harus melaluiPengadilan Negeri, namun dalam praktek serung terjadi bahwa permohonan atas grosse akta pengakuan hutang harus melewati proses pengadilan terlebih dahulu dan tidak dapat langsung dimihonkan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang dan hal ini memerlukan waktu yang lama. Sedangkan bank pemerintah Bank Pembangunan Daerah Cabang Muara Badak maka akan diserahkan pada KP2LN dan PUPN, meskipun demikian bila instasi tersebut mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri maka Pengadilan tidak boleh menolak dengan alasan bukan wewenang Pengadilan.
B. Saran – Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perlu adanya peraturan yang terperinci mengenai grosse akta pengakuan seperti halnya dengan hak tanggungan dalam sebuah Undang-undang sehingga dalam prakteknya tidak menimbulkan berbagai penafsiran dikalangan praktisi hukum dan masyarakat pengguna grosse akta pengakuan hutang tersebut. Dan dalam pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang sebelum ada Undang-undang yang baru perlu adanya petunjuk teknis dari Mahkamah Agung mengenai satu kesepahaman pelaksanaa di kalangan Praktisi Hukum, Pengadilan dan Pemerintah serta masyarakat.
2. Seharusnya dalam pelaksanaan pengurusan piutang negara dengan melalui badan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) tidak mengesampingkan kaidah hukum dalam pasal 224 HIR dan fatwa MA No. 213/229/85/UM-TU/Pdt tanggal 16 April 1985 mengenai persyaratan dan pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang. Sehingga dapat dihindari adanya peraturan yang saling bertentangan dan tumpang tindih baik dengan peraturan yang baru maupun peeraturan yanng lebih tinggi.
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